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BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR 63 TAHUN 2020
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program dan
kegiatan yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021
serta menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 164 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Lampiran, Bab VI, Huruf D Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu mengubah
kembali Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 dengan
menetapkannya dalam Peraturan Bupati.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah tiga kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219 );

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional, pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah keempat kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123
Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan  Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2020;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah
tiga kali terakhir dengan Peraraturan Daerah Kabupaten
Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/B),
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16
Tahun 2017 ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2017 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor
1/C), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17
Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2017 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor
2/C), sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 18
Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2017 Nomor 18);
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Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Nomor 3/C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2015
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Admininistratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021;

Peraturan Daerah Kabupaten  Banyuwangi Nomor 8
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 63 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021
sebagaimana  diubah dengan Peraturan Bupati
Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN
2021.

Pasal 1

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 63 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati
Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2021 diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perubahan dimaksud meliputi penambahan alokasi pendapatan dana
mandatory pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD);

2. Perubahan dimaksud meliputi penambahan alokasi belanja program dan
kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

3. Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program,
antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok, dan antar jenis;

4. Uraian pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 terinci
dalam lampiran-lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari

peraturan ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 29 Juli 2021

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 29 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,
Ttd.

MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021 NOMOR 26



LAMPIRAN | PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 26 Tahun 2021
TAHUN : 29 Juli 2021

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 63 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2021

2 14 Urusan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1 06 01 Organisasi . Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2 14 02 Program : Program Pengendalian Penduduk
2 14 02 2 02 Kegiatan . Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2 14 022 02 11 Sub Kegiatan . Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/BERKURANG
KODE REKENING URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN RUPIAH % PENJELASAN
5([1 BELANJA OPERASI 6.803.800,00 0,00 (6.803.800,00) -100,00%
511102 Belanja barang dan jasa 6.803.800,00 0,00 (6.803.800,00) -100,00%
5(1]02]01 Belanja barang 4.603.800,00 0,00 (4.603.800,00) -100,00%
5(1]02]|01|01 Belanja Barang Pakai Habis 4.603.800,00 0,00 (4.603.800,00) -100,00%
1 (02 ]01]01 0024 |Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 228.800,00 0,00 (228.800,00) -100,00%
1102 |01]01|0032 |Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.300.000,00 0,00 (3.300.000,00) -100,00%
102101010052 |Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.075.000,00 0,00 (1.075.000,00) -100,00%
1102 (02 Belanja Jasa 2.200.000,00 0,00 (2.200.000,00) -100,00%
1(02(02]01 Belanja Jasa Kantor 2.200.000,00 0,00 (2.200.000,00) -100,00%

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim

511102]02]|01|0004 Pelaksana Kegiatan 2.200.000,00 0,00 (2.200.000,00) -100,00%
5|2 BELANJA MODAL 726.000.000,00 0,00 (726.000.000,00) -100,00%
52102 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 726.000.000,00 0,00 (726.000.000,00) -100,00%
5120205 Belana Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 330.000.000,00 0,00 (330.000.000,00) -100,00%
512|02(05(02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 330.000.000,00 0,00 (330.000.000,00) -100,00%
5120205020006 |Belanja Modal Alat Rumah Tangga lainnya (Home Use) 330.000.000,00 0,00 (330.000.000,00) -100,00%
512(02]|10 Belanja Modal Komputer 396.000.000,00 0,00 (396.000.000,00) -100,00%
5]12|02(10]01 Belanja Modal Peralatan Komputer 396.000.000,00 0,00 (396.000.000,00) -100,00%
512102(10]01]|0001 |Belana Modal Komputer Jaringan 396.000.000,00 0,00 (396.000.000,00) -100,00%

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.
IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS
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